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MOTTO 
 

 

Membina  Diri Menjadi Insan Khamil 

 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah (Allah) hendaknya kamu 

berharap. (Qs. Ash-Sharh’6-8) 

 

IMAN, ILMU, AMAL, SABAR DAN IHLAS ADALAH SEBUAH KUNCI 

KEHIDUPAN 

 

YAKUSA… 
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ABSTRAK 
 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai salah satu kewenangan MPR 

telah dihapus dalam konstitusi pada amandemen ketiga pada tahun 2001. 

Amandemen tersebut salah satunya adalah berlatar belakang untuk memperkuat 

Sistem Pemerintahan Presidensil. Pada perkembangan setelah amandemen terdapat 

gagasan untuk mengembalikan kewenangan MPR yang dalam hal ini adalah 

kewenangan untuk menetapkan Haluan Negara. Gagasan tersebut merupakan 

rekomendasi anggota MPR periode 2009-2014 hingga saat ini gagasan tersebut 

masih dalam proses pembahasan. Gagasan tersebut mengakibatkan timbulnya pro 

dan kontra. Gagasan yang setuju pada kembalinya kewenangan MPR untuk 

menetapkan Haluan Negara adalah, karena beberapa hal sebagai berikut,  Pertama, 

dihapuskannya Haluan Negara Program Perencanaan Pembangunan Nasional 

menyebabkan hilangnya arah dan tujuan serta pembangunan yang berkelanjutan; 

Kedua, Implementasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah tidak 

selaras; Ketiga, Setiap pergantian kepemimpinan (Presiden atau Kepala Daerah), 

perencanaan pembangunan selalu mengikuti kehendak dari rezim yang 

memerintah. Disisi lain terdapat pendapat yang kontra terhadap dikembalikannya 

kewenangan menetapkan Haluan Negara kepada MPR adalah didasari beberapa 

alasan yaitu Pertama, hal tersebut justru dapat  merusak sistem presidensil; Kedua,  

hal tersebut dapat berkonsekuensi kepada dikembalikannya MPR sebagai lembaga 

tertinggi negara; Ketiga, saat ini Indonesia tidak lagi menganut sistem mandataris 

presiden; dan Keempat, pengembalian kewenagan MPR dalam menetepkan Haluan 

Negara dapat melawan arus sejarah dimana menghidupkan sistem perencanaan 

yang sudah ditinggalkan. Berdasarkan uraian diatas, penyusunan tesis ini berfokus 

pada dua rumusan masalah yaitu Pertama, Rasio konstitusional untuk 

mengembalikan GBHN  sebagai kewenangan MPR dalam konstitusi dan Kedua, 

Kontruksi desain dalam konstitusi mengenai kewenangan MPR terhadap GBHN. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Tesis 

ini menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), Pendekatan historis (historical approach), Pendekatan 

perbandingan (Comparative approach), Pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Dari studi komparasi yang dilakukan dalam tesis ini dengan 

membandingkan praktik di Negara India dan Filipina, tesis ini menyimpulkan 

bahwa pengembalian kewenangan MPR untuk menetapkan Haluan Negara  sudah 

tepat dan sesuai dengan ide Pendiri bangsa yang  meletakkan MPR sebagai 

penjelmaan Kedaulatan Rakyat. Sementara itu, dalam hal desain rekonstruksi 

untuk pembaharuan perencanaan pembangunan, tesis ini memberikan alternatif 

kontruksi ketatanegaraan dengan model parlemen-super yang dimodifikasi. Tesis 

ini memberikan kontribusi ide dalam menyesuaikan sistem ketatanegaraan di 

Indonesia yang arahnya adalah model parlemen-presiden. 

 

Kata Kunci: Rekontruksi, Kewenangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Garis 

Besar daripada Haluan Negara, Amandemen. 
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ABSTRACT 
 

The State Directive Principles (GBHN) as one of the MPR's authorities was removed  from the 

Indonesia Constitution in the third amendment of 2001. One of the background of removing the 

authority of MPR to make GBHN is in order to strengthen the Presidential Government System. In 

the current development after the amendment, there was an idea to restore the authority of the MPR 

to make the State Directive Principles (GBHN). The idea is coming  from members of the MPR (the 

period 2009-2014). Until now the idea is still in the process of being discussed. The idea provokes 

pros and cons. The idea that agrees with the return of the MPR's authority to determine the State 

Policy is due to the following reasons: First, the deletion of the National Policy for the National 

Development Planning Program has resulted in the loss of direction and objectives as well as 

sustainable development; Second, the implementation of development planning between the Center 

and the Regions is not in harmony; Third, every change of leadership (President or Regional Head), 

development planning always follows the will of the governing regime. On the other hand, there 

are opinions that are against the return of the authority to determine the State Policy to the MPR 

based on several reasons, namely First, it can actually damage the presidential system; Second, 

this may result in the return of the MPR as the highest state institution; Third, Indonesia no longer 

adheres to a presidential mandate system; and Fourth, the restoration of the MPR's authority in 

determining the State Policy can go against the flow of history which revives an abandoned 

planning system. Based on the description above, this thesis focuses on two legal issues, namely 

First, the constitutional ratio to restore the GBHN as the authority of the MPR in the constitution 

and Second, the design construction in the constitution regarding the MPR's authority over the 

GBHN. The  method used in this thesis is normative method. This thesis uses an approach method, 

namely the statutory approach, the historical approach, the comparative approach, and the 

conceptual approach. From the comparative study carried out in this thesis by comparing practices 

in India and the Philippines, this thesis concludes that the return of the MPR's authority to 

determine the State Policy is appropriate and in accordance with the idea of the Founding Fathers 

who put MPR as the embodiment of People's Sovereignty. Meanwhile, in terms of the reconstruction 

design for the renewal of development planning, this thesis provides an alternative for 

constitutional construction with a modified super-parliamentary model. This thesis contributes 

ideas in adjusting the constitutional system in Indonesia, which is directed at the presidential-

parliamentary model. 

 

Keywords: Reconstruction, Authority, People's Consultative Assembly, The State Directive 

Principles, Amendment.  
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